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ABSTRAK

Lugman Nabil. 2021. E0017275 TELAAH KEWENANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENJALANKAN  FUNGSI
PENGAWASAN SECARA LANGSUNG TERHADAP BADAN USAHA
MILIK NEGARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kewenangan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam fungsi pengawasan dengan berhubungan secara langsung terhadap
Badan Usaha Milik Negara, dan kerangka ideal hukum konsep pengawasan
Dewan Perwakilan Rakyat terhadap. Badan.Usaha Milik Negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal
yang bersifat deskriptif - analitis. Pendekatan “penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan koenseptual, dan pendekatan
perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan
melalui studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis
bahan hukum dengan metode penalaran logika deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian. modal-BUMN yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan melalur PMN, sudah bertransformasi menjadi kepemilikan saham
negara yang pengelolaanya diwakilkan-oleh Menteri BUMN. Oleh karenanya
fungsi pengawasan DPR terhadap BUMN tidak termasuk dalam cakupan fungsi
pengawasan yang dimiliki DPR sebagaimana rumusan Pasal 70 Ayat (3) UU
MD3. Berbagai praktik pengelolaan BUMN yang dilakukan oleh banyak negara
seperti Singapura dan Switzerland juga membuktikan bahwa BUMN berada
dalam garis pemerintahan eksekutif. Konstruksi ideal pengawasan terhadap
BUMN dapat dibangun dengan 2 (dua) kerangka utama, yaitu pertama, secara
teknis dengan melakukan rapat-rapat dan bentuk-bentuk komunikasi lain dengan
Menteri BUMN. Kedua, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

Kata Kunci : Pengawasan DPR, Badan Usaha Milik Negara



ABSTRACT

Lugman Nabil. 2021. AUTHORITY OF THE PARLIAMENT IN
EXERCISING THE FUNCTION OF SUPERVISION DIRECTLY ON STATE-
OWNED ENTERPRISES IN INDONESIA. Legal Writing. Law Faculty of
Sebelas Maret University.

This study aims to identify the authority of the Parliament ecercising the function
of supervision by relating directly to State-Owned Enterprises, and the legal ideal
framework for the concept of.-oversight by Parliament of State-Owned
Enterprises.

The research method used in _this research is a descriptive analytical doctrinal
research. This research. approach uses ‘a statutory approach, conceptual
approach, and comparative approach. The types and sources of legal materials
used in this study include primary and seeondary legal materials. Technique for
collecting materials through document studies. The analysis technique used is a
legal materials analysis-technique with a method of deductive logic reasoning.

The result of study, BUMN capital funded by state assets separated through PMN,
has been transformed into state share ownership whose management is
represented by the Minister of BUMN. Therefore the DPR's oversight function of
BUMN is not included the scope of the DPR's supervisory function as formulated
in Article 70 Paragraph (3) of the-MD3 Agt. Various BUMN management
practices carried out by many countries such as Singapore and Switzerland also
prove that BUMN is in line with executive government. The ideal concept of
supervision of BUMN can be constructed with 2 (two) main frameworks, first,
technically by conducting meetings and another communication forms with the
Minister of BUMN. Second, the utilization of BPK examination results.

Keywords: Supervision of the DPR, State Owned Enterprises
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MOTTO
“MANUSIA DAPAT MERENCAKAN SUATU HAL DENGAN SEMPURNA,
NAMUN PADA AKHIRNYA ALLAH SWT YANG AKAN MEMUTUSKAN
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